BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara beberapa syarat diakuinya
keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang ber-
pentuk pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, menjamin
dan melindungi rakyat atau masyarakat yang mendiami daerah
atau wilayah tertentu. Dengan demikian keberadaan suatu

negara dalam pemerintahan bersifat mutlak harus adanya,

Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kedaulatan pe-
nuh dalam suatu negara, pemerintsh mempunyai peranan yang
sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu
negara. Kerena fungsi dan peranannya yang demikian besar
maka timbul D:borapa pemikiran tentang negara dan peme-
rintahan yang idecal dan menjamin tercapainya tujuan suatu
negara (Soetomo, SH., 1993: 27«

Oleh karena itu Kewajiban pertama atas seorang pe-
nguasa dan pemerinfahnya dalam negara Islam, ialak mene-
gakkan sistem kehidupan Islami dengen sempurna tenpz mengu
rangi atau mengganti. Dan wajib atasnya msmerintahkan se-
gala yang ma'ruf, menebarkan kebaikan dan mencegah kemung-
karan serta bertindak membasmi kejahatan den kerusakan se-
suai dengan ukuran nilai-nilai ahklaq Islam (Al Meududi

1992 : 104)



Dalam Al-Qur'an telah menegaskan tujuan pemerintah-

an sebagai berikut :
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"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan un-
tuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mence-
gah dari yan% mungkar dan beriman kepada Allah.., (
Q.S. 3 : 110) (Depag RI, 1971 :94).
Dari ayat tersebut di atas, akan semakin mendapatkan keje=
lasan bahwa negara yang digambarkan oleh Al-Cur'an bukan
hanya negara yang bertujuan untuk mencegah hal-hal yang ne
gatif saja. Tetapi juga menghendzki negara yang bertujuan-
untuk melaksanakan hal-hal yang positif, seperti yang di

perintahkan Allah dalam Kitabilya.

Indonesia menganut sistem pemerintshan Demokrasi
Pancasila..Jadi, demokrasi pensasila dapat diartikan seba-
gai pemerintshan rakyat yang berdasarkan nilai-nilsi fal-
safah Pancasila atau pemerintahan dari, oleh, dan . untuk
rakyat yang dituntun oleh lima prinsip dasar yaitu sila=-si

la Pancasila (i.Teopan, 1989 : 44).

Jadi, Tegitimasi pemerintahan adalah kemauan rakyat, yang
memilih dan mengontrolnya, rakyat memilih wakil-wakilnya -

dengan bebas dan melalui mereka ini pemerintahannya,

Oleh sebab itu pemerintah demokrasi menuntut / meng
haruskan pemisahan atau pembagian kekuasaan sehingga ter-

ciptalah, tiga instansi antara lain :



a. Instansi Legislatif yang berhak membuat Undang-
Undang dan mengontrol pelaksanaanya,
b. Instansi Eksekutif yang berhak melaksanakan dan
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-undang
c. Instansi Yudikatif yang berhak menguji keabsahan
Undang-Undang dan mengadilli para pelanggar ketentu=-
an (M. Taopan, 1989 :26).
Dengan demikian di dalam ketetapan MPR NO. III/MPR/
1983 tentang Pemilu disebutkan bzhwa negara kesatuan R.I.
Kedaulatan adalah ditangan Rakyat dan dilaksanakan oleh
MPR. Sehubungan dengan itu Pemilu yang langsung, Umum, be-
bas, dan rshasia untuk menyusun lembaga-lembage Permusyawa-
ratan/Perwekilan yaitu : memilih DPR, DPRD I, DPRD II, dan
mengisi anggota MPR, dan juga diselenggaraken oleh Presi-
den sebagai mandactaris MPR setiap lima tanun sekali (Xan ~

sil, 1985 :27).

Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan wa=-
kil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan ° Perwakilen
Rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem
Pemilihan Umum. Adapun UU yang mengatur Pemilihan Umum ada
lah UU NO. I Tahun 1985 mengenai perubahan atas UU NO. 15
Tahun 1969 tentang Peumilihan Anggota-anggota Badan Permu -
syawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah deng-
an UU NO.&4 Tahun 1975 dan Undang-Undang NO. £ Tahun 1980

(UU. Pemilu NO. I Tzhun 1985)



Dalam Pasal UU NO. I Tehun 1335 yaitu ketentuan-ke-
tentuan delam UU [O0. 15 Tahun 989 tentang Pemilu Anggota-
anggota Badan Permusyawaratan/Perwczkilan Rakyat secbagaima-
na telah diubah dengan UU Nomor & Tahun 1975 dan UU Nomor
2 Tahun 1980 diubah lagi sebagai berikut :
Ketentuan-ketentuan pasal 1 diganti dengan ketentuan yang
terdiri dari 5 (lima) ayat berbunyi :

1. Pemilu adalah sarana pelaksanean asas kedaulatan
rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik
Indonesia

2. Pemilu diselenggarakan berdasarkan Demokrasi Panca=-
sila dengan mengadakan pemungutan suara secara lang
sung, umum, becbas, dan rahasaia.

5. Pemilu adalah untuk memilih Anggota-anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, selanjutnya di
sebut DPRD I, dan Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat -
IT, selanjutnya disebut DPRD II.

4. Penilu adalah juga untuk mengisi keanggotaan Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya dissbut MPR

5. Pemilu sebagaimana dimaksud ayat ?5) diselenggera -
ken setiap 5 (lima) tzhun sekali padz wektu  yang
bersamaan (UU Baru Dibidang Politik, 1986 : 3)
Pembehasan terhadap masalah politik, khususnys sise-

tem Pemilu dalam UU Nomor 1 Tahun 1985 ini, semakin mena-
rik karena tampak bahwa sistem ini adalah ajaran -dari ba-
rat yang selama ini kita kenal Jjauh dari nilai - nilai
Islam. Dengan demikian, maka penelashan secara mendalam
terhadap sistem Pemilu ini, maka diketshui apakah ajaran
dari barat sel&lu bertentangan dengan nilai Islam atau bah

kan mungkin merupakan hasil adopsi dari ajaran Islam.

Masalah sistem Pemilu dalam Islam sudah ada tuntut-

an dan aturan-aturan dalam Islam, maka menurut ajaran Is-



lam bahwa umat adalah sumber kekuatan pemerintah, karena
pemerintah adaleh naib yang mewakili umat. Dalam hal ini
Islam dengan tegas memerintahkan pemerintaeh untuk berun-
ding dengan umat, bahkan dinyatakan bahwa semua urusan -
harus ada musyawarah dengsn umat (A. Hasjmy, 1984 ; 266).

Al-Qur'an telah menegaskan sebagai berikut :
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"Dan segala urusan dimusyawarahkan dengan Umat"
(Depag RI., 1971 : 789)
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"Bermusyawarahlch dengan umat dalam urusen '"(Depag=

RI., 197G ) .

Kalau umat memang menjadi sumber kekuatan PRemerin-
tah dan Pemerintah sebagai wakilnya umat, maka de=ngan
sendirinya umat berkewajiban mengawasi dan mengoreksi pe-
kerjaan Pemerintan; mengembzlikan Pemerintah ke jalan yang
benar bila bersalzh atau melakukan kesalahan., Ini adalah :

hak dan kewajibanrya umat terbaik (Hasjmy, 1984 : 266).

Dalam suatu pemilihan dan pengangketan Khalifeh ma-
ka tidak hanya laki-laki s&ja yang berhak memilih, begitu
Jjuga seorang wanita juga berhak memilih, baik dalam nak
memilih maupun untuk dipilih (aAhmad, 1977 : 122). Hukum

yang luas ini harus diperlakukan secara luas selamaz tiada



batas yang menentuksn sebagal halnya hukum umum harus di
perlakuken secara umum juga selama ticak ada suatu alasan
yang membatasinya. Hukum disini adalah luas dan tidak <da
suatu alasan yang membatasinya atau mengurangkannya . ( Ahmad,
1977: 123). Sejarsh Islam telah membuktikan bahwa prinsip
pemilihan adalah ciri-ciri yang terpenting dari suatu ne-
gara demokrasi baik terhadap anggota-anggota lembaga kene-

garaan yang lainnya (Ahmad, 1977 : 123).

Urgensi psnelitian tentang mesalah tersebut di atas
makin terasa, seteleh dalam kepustakaan tidak dijumpai ha-
sil penelitian tentang masaleh ini. Dengan adanya peneliti
an terhadap mesalah ini diherap dapat menjadi masukan da-
lzm dunia Ilmu Pengetahuan, khususnya sistem pemilikhan Umum
baik menurut ajaran Islem maupun ajeran-ajaran yeng disam-
paikan oleh pemikiran-pemikiran Islem yang baru tentang po-
litik.

B, Identifikasi Masalah

Dari Uraian latzar belakang masalsh tersebut di-.atas
dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas dan
dipelajari adalah tentang" Sistem Pemilu di tinjau - .dari
aturan yang terdapat dalam Islam. Yang dimaksud " Sistem "
disini adalah cara atau metode. Sistem Pemilu ditinjau da-
ri norma-norma Islam atau dengan kata Lain: "Tinjauan Hu-
kum Islam Terhadap Sistem Pemilu Balam UU Homor 1 Tzhun -

1985",

¢. Pembatasan Masalah




“

Masalah sistem Pemilu di tinjau dari hukum Islam
mesih bersifat umum dan belum ada kejelasan sistem Pemilu
yang mana, make pembzhasan masalah ini dibatesi pada sum-
ber rujukan atau acuan dari sistem pemilu yang ada, ada=-
pun pembatasan masalah ini yaitu pada 8istem Pemilu dzlem

UU NO. 1 Tahun 1985 .

D. Perumusan Maszlah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah
studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyean- pertanyaan-
sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Sistem Pemilu Balam UU Homor 1 Tahun

1985 dilaksanakan

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pe-

milu dalam UU Nomor 1 Tehun 1935 %

E. Tujuan Studi

Sejalan dengan pertanyaan-pertenyaan diatas, maka
tujuan studi ini adalah :
1. Menguraikan Sistem Pemilu dalam UU NO.I Th., 1985 -
secara singkat dan Jjelas.
2. Menetukan apakah pelaksanaan Sistem Pemilu délam
UU NO. I Th., 1985 yang telah diuraikan tersebut -
terdapat penyimpangan-penyimpangan dari aturan-atu-

ran hukum atau norma-norma hukum Islam atau tidek.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi diharapkan dapat bermanfeat sekurang-



kurangnya untuk dua hal :
1. Dapat berguna bagi pembangunan pemikiren politik
Khususnya dalam masalah sistem Pemilu.
2. Dapat menjadi bahan bacaan, khususnya dalam masalah

tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Pemilu.
P

G. Data-Data Yang Telah Dihimpun

Data-data yang telah dihimpun dalam penelitian ini
secara gelobal dapat disebutken sebagai berikut :
1. Pengertian Sistem Pemilu dalam UU NO. I Tahun 1985
2. Tujuan, landasan dan fungsi Pemilu
3. Hubungan Pemilu dengan Kedaulatan Rakyat

4, Sistem Pemilihan dan Sistem Pengengketan Kepala Ne-

gara.

E. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang di
pergunakan adalah literatur-literatur yang membahas ten=-
tang masalah-masalah yang terkait, yaitu Al-Qur'an dan
Al-Hadits sebagai sumber pokok dan ditunjang dengan xitab,
buku dan makalah-makalah yang membahas serta berhubungan

dengzn masalah ini,

I. Teknik Pangeslian Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan, dapat
disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pus-
taka (Library Research). adapun teknik penggalian data

tersebut dengan cara menelash dan mengunalise sumber-sum-



ber data yang ada., Kemudian dari telash dan analisis sum-
ber-sumber data itu hasilnyas dicatat dan dikwalifikasikan-

menutut kerangka yang sudah direncanakan sebelumnya,

J. Metode Analisa Data

Data-data yang telah dikumpul tersebut dianalisis

menurut beberapa tehapan, yaitu :

1. Pengolahan date dengan cara editing yaitu pemerik -
saan kembali semua data yang diperoleh.

2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan memsiste-
masikan deta-data yang diperoleh kedalam  kerangka
paparan yang telah direncanakan sebelumnya,

3. Penemuan hasil yzitu melakukan analisis lanjutan
secara kualitetif terhadap hasil pengorganisasian
data dengan cera menggunakan kaideh-kaidah, cori-
teori serta dalil-dalil untuk memperolsh simpulan-
simpulan dengan menggunakan :

a. Metode Induktif, yaitu cara penysjian dimulai
dari fakta-fakta yang bersifat khusus dari hasil
riset dan terakhir diambil dari simpulan yang
bersifat umum.

" b, Metode deduktif, yaitu penyajiannya dimulai dari
teori-teori, dalil-dalil, generalisasi-generali-
sasi, dan selanjutnya dikemukakan fekta-fakta
yang bersifat khusus dari hasil riset dan akhir-

nya ditarik simpulan yang bersifat umum,
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Cc. Metode Komperatif, yaitu membandingkan sistem =
sistem Pemilihan Umum dalam Pemilu menurut UU -
NO. 1 Th. 1985 dengan sistem Pemilihan dalam Is

lam.





